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KATA PENGANTAR

\ssalamu'alaikum Warahmatuliahi Wabarokatuh

Segala Puji dan Syukur selalu kami panjatkan kehadirat Alalh SWT, atas
impahan rahmatNya, sehingga kami sebagai Tim Hakim Tinggi Pengawas dan
Pembina Daerah untuk wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat
melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta dengan baik sesuai dengan rencana. Tak lupa shalawat dan salam
kami sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan
Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta, Nomor WS-
AJ2168/PS.01/11/2019, tanggal 11 November 2019, pemeriksaan mana
dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 12 sampai dengan
14 November 2019. Dibuat dan disampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta sebagali pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh kami

tim yang ditunjuk.

Kami menyadari bahwa Laporan Hasil Pengawasan ini masih jauh dari kata
sempurna dan masih banyak kekurangan atau kesalahan di dalamnya serta
pemecahan atau apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang telah kami
uraikan dalam laporan ini mungkin tidak tepat atau tidak sependapat dengan
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka untuk itu kami menerima

saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaannya.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 November 2019

Ketua Tim,

Drs. H.\Moh. lchwan Ridwan S.H.,M.H.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor W9-
A/1236/PS.01/SK/6/2019, Tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Kontrak Kinerja

Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara -

Berita Acara Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara

9 Aplikasi Unggulan

Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Badilag

Panduan Teknis Pendukung Pengawasan dan Pembinaan Daerah
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Instrumen Pemeriksaan Implementasi 9 Aplikasi Unggulan

9. Versi SIPP

10. Nama User

11. Kepatyhan Pengisian Data SIPP

12. Statistik Perkara

13. Register Eksekusi pada SIPP

14. Pending Perkara

15. Sinkronisasi rutin

16. Website Pengadilan

17. Jumlah Putusan yang dipublikasi pada direktori putusan

18. Laporan Mediasi

19. Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum dieksekusi

20. Laporan Perkara yang dimohonkan eksekusi

21. Buku Jurnal Keuanngan tingkat Pertama

22. Mutasi Rekening

23. Register Induk Perkara

24. Kwitansi Pengembalian sisa Panjar

25. Laporan Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019

26. Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
W9-A3/3774/HK.05/111/2019

27. Lampiran-lampiran Bidang Keuangan dari Umum



BAB |

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Penga\}vasan
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal
23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo
Pasal 3 ayat (1) dan (2);

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VI111/2006
tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di

Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il (Edisi
Revisi tahun 2013);

7. Buku IV Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

8. Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI, Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/2018, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
Nomor 424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, Tentang

S
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Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara
Elektronik Pada Pengadilan Agama;

10.Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Nomor 2001/DjA/KP.04.6/V111/2018, tanggal 9 Agustus 2018:

11.Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DK Jakarta, Nomor W9-
A/181/PS.01/1/2019, tanggal 2 Januari 2019, Tentang Penunjukan Tim
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Di Ligkungan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta:

12.Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor: W9-
A/2168/PS.01/10/2019, tanggal 11 November 2019, Tentang Penugasan
Hakim Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta:

B. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Manajemen Peradilan:

2. Administrasi Perkara:

3. Administrasi Persidangan:

4. Administrasi Umum:

a. Kepegawaian, Orgnisasi dan Tatalaksana
b. Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pelayanan Publik

SIPP Mahkamah Agung

E-Court Mahkamah Agung

Web Site satker

E-Register (Register Perkara Elektronik)

© 0o N o o»

10. E-Keuangan (Keuangan Perkara Elektronik)
C. Tujuan Pengawasan

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan secara baik dan benar;

e
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2 Untuk melakukan kontrolling terhadap kelancaran, kecepatan dan ketepatan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan, sehingga apabila ada
ketidaksesuaian atau ada indikasi penyimpangan secepatnya dilakukan
pelurusan dengan cara preventif;

3 Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta, permasalahan-
permasalahan yang terdapat di lapangan, memberikan pertimbangan dan
rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti temuan-

temuan tersebut, agar mendapatkan hasil yang baik sesuai aturan yang ada;
. Metodologi Pengawasan

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan;

2. Melakukan pemeriksaaan teknis administratif berkas perkara terhadap
perkara-perkara yang telah diputus;

3. Memeriksa e-register, e-jurnal, e-keuangan perkara, minutasi perkara,
keuangan perkara serta e-laporan perkara, Pengelolaan PNBP, dan lain-
lain; dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan
buku pedoman pelaksanaan tugas dan Buku Bindalmin (Buku Il MA-RI Edisi
Revisi), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Tentang
Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, Juklak Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RIl, Nomor
1294/DJA/HK.00.6/SK/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, dan Surat Direktorat Jenderal
Badan Peradilan  Agama Mahkamah  Agung RI, Nomor
424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, Tentang Penerapan
Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara elektronik
Pada Pengadilan Agama;

4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas;

=. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor




I s

WQ—A/2168!PS.01I11I2019. tanggal 11 November 2019, pengawasan dan

pembinaan di Pengadilan Agama Jakarta Timur
hari), terhitung mulai tanggal 12 sampai
oleh Hakim Tinggi Pe
(satu) orang Sek
1.

Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang
- Hakim Utama (Ketua Tim)

- Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

. 19570515 198503 1 002

Jabatan/Tugas
Unit Kerja

. Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan/Tugas
Unit Kerja
Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan/Tugas
Unit Kerja
Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan/Tugas
Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan/Tugas
Unit Kerja

mbina dan Pengawas

dilaksanakan selama 3 (tiga)
dengan tanggal 14 November 2019

Daerah dengan dibantu oleh 1

retaris dan 1 (satu) orang Asisten, sebagai berikut:;
- Drs. H. Moh. lchwan Ridwan, S.H.,M.H.
. 19530510 198303 1 006

Pembina Utama (IVie)

Pembina Utama (IV/e)

- Hakim Utama (Anggota)

- Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

. Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.,M.H.
. 19560112 198802 2 001

Pembina Utama Madya (IV/d)
- Hakim Utama (Anggota)
- Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

- Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
. 19680809 199303 2 004

Pembina (IV/a)

. Panitera Pengganti (Sekretaris)

- Restiana Irwanti, S.E.
- 19870319 200904 2 001

Penata (lll/c)
- Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan (Asisten)
- Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

_#—
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BAB I
HASIL PENGAWASAN HAWASDA 13 NOPEMBER 2019

HASIL PENGAWASAN MASING-MASING BIDANG

A. Managemen Peradilan

1. Kondisi

Managemen peradilan yang terkait dengan pokok-pokok menegemen
yang terdiri planing organizing dan kontroling sudah berjalan dengan baik.
Namun Yang terkait dengan Planing (Dalam penyusunan Program kerja)
sesuai dengan catatan dari pengawasan yang dilkaksanakan tanggal 9 s/d
11 April 2019, ada catatan bahwa dalam penyusunan program kerja/RKAKL
tidak melibatkan seluruh pejabat struktural dan fungsional khususnya Para
hakim.Catatan ini dimunculkan lagi hanya untuk mengingatkan agar dalam

penyusunan Program kerja yang akan datang/Program kerja tahun 2020.

Kriteria :
Buku IV Edisi Refisi ,Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 2011.

Sebab :

Apabila pembuatan program kerja/RKAKL tahun 2020, hendaknya
melibatkan seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional khususnya para
hakim, yang jadi kendala biasanya permintaan penyusunan RKAKL secara

mendadak, sehingga penyusunan program kerja terkesan terburu-buru.

Akibatnya :

Ada kepentingan yang terabaikan, karena yang berkepentingan tidak turut
dilibatkan dalam penyusunan program kerja tersebut; melaksanakan
tugasnya, sesuai dengan anggaran yang tersedia dan dengan melibatkan

seluruh pejabat struktural dan seluruh pejabat fungsional dan para hakim.

1
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Rekomendasi :

Setiap tahun anggaran program kerja harus dibuat untuk menjadi pedoman
bagi pejabat dalam melaksanakan tugas dan acuan dalam membuat

kebijakannya;

. Kondisi ; A

Program Kerja yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur telah
mencakup visi dan misi, strategi, rencana kegiatan, waktu pelaksanaan

sumber dana dan Penanggung jawab kegiatan.
Kriteria :

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan Lembaga

Administrasi Negara .
Sebab :

Laporan Akuntasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh
Lembaga Administrasi Negara adalah merupakan Instruksi Presiden yang
harus dilaksanakan dalam rangka menciptakan lembaga yang akuntabel
sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah dalam mencapai

misi dan tujuan organisasi .
Akibat :

Jika penyusunan Program Kerja tidak mengacu kepada Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tidak bisa diharapkan Instansi tersebut menjadi

Instansi yang akuntabel sebagaimana yang diharapkan .
Rekomendasi :

Dalam penyusunan Program Kerja harus memperhatikan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

e
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Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara .

Kondisi :
Visi dan Misi Mahkamah Agung sudah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai bahkan sudah dipasang/Terpampang di Banner pada ruangan

depan .

Kriteria :

Lampiran Il Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII1/2006.
Sebab :

Dengan Sosialisai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI seluruh pegawai

menjadi paham Visi dan Misi dari Mahkamah Agung.
Akibat :

Dengan memahami Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, menjadi sumber
motivasi bagi seluruh pegawan dalam melaksanakan tugas sesuai misi

tersebut.
Rekomendasi :

Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Agar terus disosialisasikan dalam
berbagai kesempatan disamping dipasang/dalam banner seperti yang telah

dilaksanakan sekarang.

. Kondisi

SK. Hawasbid Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk Tahun 2019 telah
dibuat dan para Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan Tugas
Pengawasan sesuai bidangnya masing-masing, para Hakim Pengawas
bidang selepas pengawasaannya telah melaporkan secara tertulis, namun
belum ditindak lanjuti oleh Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Laporan Hasil Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Agama Jakarta Timur 2019(2) Z/
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Kriteria

Lampiran | Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/080/VI1II/2006 tanggal 24 Agustus 2006.

Sebab:.

Tindak lanjut oleh Pimpinan atas hasil Pengawasan Hakim pengawas yang
dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, akan bermanfaat ganda bagi Para
Hakim Pengawas bidang akan menjadi penambah semangat dalam
melakukan pengawasannya, dan bagi managemen kantor akan sangat
membantu karena hasil temuan para hakim pengawas bidang setahap demi
setahap kekeliruan yang terjadi akan diperbaiki dengan hasil Temuan Para
Hakim Pengawas bidang.

Akibat:

Temuan akan terus berulang, dengan sendirinya apa yang akan dicapai
akan menjadi lambat. Ketika Temuan segera ditindaklanjuti maka tidak akan
lagi yang namanya temuan berulang, dan apa yang ingin dicapai akan
segera terwujud .

Rekomendasi :

Pimpinan agar berupaya untuk menindaklanjuti hasil temuan untuk

memperbaiki kondisi yang ada agar segera bisa sesuai dengan seharusnya.

B. BIDANG PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi :

Fasilitas ruang tunggu yang memberikan kenyaman bagi para pencari
keadilan sudah memadai sesuai standar adanya Tempat bermain anak,
persediaan air minum, adanya ruang laktasi dilengkapi dengan Kasur,
ruangan Musolla khusus untuk para pencari keadilan, yang terpisah dengan
Musholla untuk para Hakim dan Pegawai Pengadilan, kelengkapan Ruang
Mediasi disediakan pula ruang Kaukus.

e
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Kriteria :
Lampiran | Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung Rl  Nomor:
KMA/080/VI11/2006 tanggal 24 Agustus 2006

Sebab :

Dengan tersedianya fasilitas yangd memadai akan memberikan kenyamanan
bagi para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Jakarta

Timur.
Rekomendasi :

Fasilitas yang sudah ada agar dipelihara utamanya yang berkaitan
kepentingan anak-anak seperti tempat bermain anak, Ruang Laktasi,
demikian pula fasilitas yang lainnya seperti Ruang Kaukus, termasuk
kebersihannya agar selalu di kontrol. Dan kondisi yang sekarang ini agar

dipertahankan .

. Kondisi:

Fasilitas yang berhubungan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
untuk kenyamanan para pencari keadilan kondisi personil yang kurang
sarana prasarana tempat pelayanan yang kurang berimbang dengan para
pencari keadilan yang dilayani terlalu sempit, perlu penambahan tempat
yang lebih memadai, sehingga pelayanan terhadapo para pencari keadilan

dapat ditingkatkan untuk lebih memberikan pelayanan.

Kriteria :

Pedoman buku Il edisi Refisi 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan, mengenai
sistim Meja dan sesuai dengan SK. KMA. Nomor 026/KMA/SK/11/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan, yaitu Administrasi Persidangan,
Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Permohonan

Informasi.

_#__
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Sebab :

Keterbatasan Personil, tempat atau ruangan yang kurang memadai, sehingga

para pencari keadilan kurang nyaman ini perlu perbaikan.

Rekomendasi :

Agar pada perencanaan program yang akan datang perlu usulan penambahan

prasarana untuk terpenuhinya pelayanan dengan baik.
9. APLIKAS|I UNGGULAN BADILAG UNTUK MENDUKUNG E LITIGASI

Dari 9 (sembilan) Aplikasi Unggulan Badilag semuanya sudah bisa
dilaksanakan Aplikasi unggulan angka 1 (satu) dan angka 9 (sembilan) yaitu
Aplikasi Antrian Sidang dan Aplikasi Badilag Command Center. Aplikasi
Antrian Sidang yang sekerang dipakai adalah Hasil Inovasi sendiri berhubung
Instrumen yang dikirim dari Badilag belum datang, demikian pula Aplikasi

Badilag Command Center.
PAPAN PENTUNJUK MEDIASI.

Papan petunjuk Mediasi ditempelkan pada tempat yang kurang tepat, (jauh
dari ruang Mediasi) sebaiknya ditempatkan di dekat ruang Mediasi yang
mudah terbaca oleh Pengunjung, (di samping yang sudah ada ditambah lagi di

dekat ruang mediasai).
ALAT KESEHATAN DETEKSI DINI

Untuk antisipasi akibat beban kerja yang tidak ringan disarankan disediakan
alat-alat kesehatan ringan seperti alat tensi (alat ukur suhu badan), dan obat-
obatan darurat, termasuk obat gosok dan obat masuk angin untuk di ruang

Hakim secara tersendiri.
KELENGKAPAN GALON AIR MINUM

Untuk pelayanan air minum, agar selalu dikontrol tersedianya gelas, agar air
yang tersedia bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung, karena air yang
tersedia tanpa adanya gelas para Pengunjung tidak bisa memanfaaatkannya;

]
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SISTIM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA ( SIPP)
1. Kondisi:

Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah menggunakan SIPP versi terbaru
yakni 3.2.0.4 dan seluruh User sudah lengkap sesuai Tupoksi . pada waktu
Hatibinwas datang masih ditemukan adanya kolom-kolom yang belum
terisi.

Kriteria :

A. Surat KMA Nomor 1.144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011
Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan .

B. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 058/D)j -
A/AH.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Implementasi
Aplikasi SIPP versi 3.1.1 dilingkungan Peradilan Agama.

Sebab :
Kataatan dan pemahaman petugas masih perlu ditingkatkan.
Akibatnya :

Masih ditemukan adanya kolom yang belum terisi/pengisian tidak tepat

waktu.

Rekomendasi :

Monitoring terhadap penggunaan SIPP terus dipantau.
C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Perkara Nomor 1277/Pdt.G/PA.JT
Daftar tanggal 13 Maret 2019 putus tanggal 11 Juli 2019.

Kondisi

- Relaas panggilan sidang kepada Pemohon, dari Rabu tanggal
20 Maret 2019 ditanda tangani Pemohon, tetapi Jurusita

Pengganti tidak tanda tangan, yang ada hanya distempel.

]
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Pada lembar jawaban tertulis Termohon, yang masuk dalam Berita Acara
Sidang, tidak direnvoi demikian pula pada replik.

Berita Acara Sidang seluruhnya dari awal sampai akhir tidak diberi
halaman.

Dalam Amar Putusan/Diktum berbunyi “membebankan kepada Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), padahal dalam
perkara a quo tidak ada pihak Termohon sebagai Penggugat
Rekonvensi.

Tulisan/muatan yang pada Amar Putusan asli pada Amar Nomor 3
berulang-ulang sebagai berikut: “Menghukum Pemohon untuk membayar
kepada Termohon berupa:

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu
rupiah) kemudian disebutkan/diulangi sebagai berikut :

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,-

< . S dst....

Kritera

- Relaas surat panggilan seharusnya ditanda tangani Jurusita
Pengganti, karena relaas panggilan merupakan Akta Otentik kalau
tidak ditanda tangani menjadi tidak otentik atau tidak sah.

- Semua jawaban, replik, duplik dan lainnya kalau masuk dalam Berita
Acara Sidang (BAS) bila terdapat hal-hal yang tidak perlu/tidak relevan
harus direnvoi, karena BAS merupakan Akta Otentik, kalau tidak
direnvoi mengurangi isi dari otentiknya.

- Berita Acara Sldang disusun secara runtut mulai dari surat
gugatan/permohonan termasuk surat kuasa PMH. Penunjukkan
Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sldang (PHS), Jawaban, replik,
duplik, bukti-bukti tertulis, harus diberi halaman, supaya tertib, rapi

tersusun baik.




or
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- Karena tidak ada gugatan rekonvensi dari Termohon sebagai
Penggugat Rekonvensi, maka amar tersebut tidak sinkron dan
berlebihan atau menjadi tidak tepat;

- Ketua Majelis ku.rang memahami dalam menyusun amar putusan yang

tidak sesuai dengan perkaranya atau kurang teliti/cermat.

Sebab Ketua Maijelis tidak teliti dan tidak cermat

Akibat Pemeriksaan terhadap perkaranya ditemui banyak
keganjilan.

Rekomendasi : Hakim/Ketua Majelis harus professional agar tidak

terjadi unprofessional conduct;

2. Perkara Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA JT.
Tanggal daftar 8-10-2018
Tanggal putus 28-2-2019
Perkara Prodeo Dipa/ghoib;

Kondisi :

Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 tidak ditanda
tangani oleh Ketua Majelis;

Pada Penetapan Hari Sidang (PHS), menggunakan PHS biasa (Normal)
padahal dalam relaas panggilan yang dilaksanakan melalui radio karena
pihak Tergugatnya tidak diketahui alamatnya;

Instrumen penanganan perkara Prodeo DIPA kurang lengkap;

Kriteria :

- Tidak teliti, mana PHS biasa, mana PHS ghoib, sesuai dengan petunjuk

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Instrumen yang lengkap mengenai perkara Prodeo DIPA dan non DIPA

sudah ada aturannya yantu pada surat Edaran Dirjen Badilag Nomor
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0508.a/DjA/HK.001/111/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1
Tahun 2014 Tentang pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

di Pengadilan;

Sebab . Hakim/Ketua Majelisnya kurang membaca aturan-aturan
tersebut; )

Akibat : Penanganan perkaranya terdapat hal-hal yang kurang

jelas, bahkan menyalahi aturan perundang-undangan;
Rekomendasi : Hakim Ketua Majelis harus banyak membaca aturan dan

perundang-undangan;

3. Perkara Nomor 3462/Pdt.G/2019/PA JT,
Daftar tanggal 5 AGustus 2019, cerai talak putus tanggal 8 Oktober 2019;

Kondisi :

- Pemohon bernama Majasril bin Hasan Basri memberi kuasa insidentil
kepada Arie Cahya Pratama bin Senen surat kuasa insidentil tersebut
tidak diteruskan dengan surat permohonan beracara oleh penerima
kuasa tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama dan selanjutnya tidak
ada surat izin dari Ketua Pengadilan Agama kepada yang bersangkutan
untuk berperkara di Pengadilan baik untuk permohonan talaknya maupun
untuk secara khusus menjatuhkan talak di persidangan, karena
perkaranya sudah sampai selesai dengan ikrar talak tetapi surat
kuasanya tidak cukup sebatas kuasa insidentil dari pemberi kuasa

kepada penerima kuasa;
Kriteria :

- Pemeriksaan terhadap perkara yang surat kuasanya tidak lengkap
termasuk kelalaian karena sekurangnya ada 3 blanko yabng sudah

e
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disediakan oleh Pengadilan Agama, terkait permohonan kepada

Pengadilan untuk beracara sebagai Kuasa Insidentil yaitu :

1. Surat Kuasa Insidentil dari pihak | (pertama) kepada pihak Il (kedua);

2. Permohonan Kuasa Insidentil dari penerima kuasa insidentil dari
penerima kuasa insidenti kepada Ketua Pengadilan Agama,;

3. Surat izin kuasa insidentildari Ketua Pengadilan Agama kepada yang

menerima kuasa/insidentil;

Lebih-lebih dari perkara ikrar talak seharusnya ada surat kuasa khusus
atau surat kuasa istimewa yang secara khusus memuat soal ikrar

talaknya. Pemohon/Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
Sebab . hal kurang dipahami oleh Hakim ;

Akibat : perkara ini meskipun tidak cacat hukum, setidaknya cacat

prosedur (formil).
Rekomendasi: Agar Hakim/Ketua Majelis banyak membaca aturan;

4. Perkara Nomor 4765/Pdt.G.2018/PA JT.

Putus tanggal 21 Mei 2019.

Perkara gugat waris terhadap obyek tersengketa harta tidak bergerak 2

lokasi tanah dan rumah permanen dan berupa uang deposito di Bank BNI

1946;

Kondisi :
Terhadap obyek tersengketa berupa benda tidak bergerak tanah dan
rumah yang luasnya sangat relative kecil yaitu 45 m? dan 37m?

- Tidak ada pemeriksaan desente untuk melihat secara fisik mengenai
obyek tersengketa tersebut;

- Dalam Amar Putusan hakim yang menetapkan obyek tersengketa satu
bidang tanah berikut rumah permanen di atasnya luas 45m? termasuk

harta waris Pewaris;




Tetapi tidak ada amar tentang pembagiannya kepada para ahli waris
padahal ahli warisnya terdiri dari suami almarhumah, ibu kandung dan
seorang anak perempuan kandung.

Akan tetapi terhadap obyek tersengketa berupa uang deposit yang
tersimpan di BNI 1946 selain ditetapkan sebagai harta waris Pewaris juga
ada pembagian harta waris kepada para ahli waris yaitu suami sebagai
Penggugat, ibu kandung sebagai Tergugat dan seorang anak perempuan
yang masih di bawah umur yang diikutkan sebagai Penggugat;

Demikian pula pertimbangan hukumnya tidak menyentuh soal ada anak
perempuan yang menghijab saudara kandung;

Kriteria:

Seharusnya karena obyek tersengketa tersebut berupa harta tidak
bergerak yaitu tanah dan di atasnya ada rumah permanen yang luasnya
45 m? lebih jelas dan terang kondisi fisiknya untuk memudahkan
eksekusinya;

Putusan Hakim tersebut kurang lengkap karena yang dibagi waris kepada
ahli waris hanya uang depositoo tetapi untuk harta tidak bergerak, tanah
dan rumah permanen tidak ditetapkan pembagiannya;

Demikian pula dalam pertimbangan hukumnya ketika posisi ahli waris
terdapat suami, ibu kandung dan seorang anak perempuan, kedudukan
seorang anak perempuan dapat menghijab saudara kandung tidak
dipertimbangkan, yang ada dalam amar putusannya bahwa anak
perempuan mendapat sisa, meskipun terdapat ahli waris saudara
kandung pewaris ada 3 (tiga) orang, seharusnya dibuat pertimbangan

secara jelas dan menukik:
Sebab : Hakim/Ketua Majelis kurang teliti dan tidak cermat:

Akibat Putusannya mengundang sengketa baru dan tidak dapat

dieksekusi:




Rekomendasi : Hakim /Ketua Majelis harus lebih teliti dan lebih cermat

dalam memutus perkara;
Lain-lain

Tim Pengawas dan Pemeriksa menemukan semua perkara izin talak untuk

berkas ikrar talak tidak diberi map yang ada hanya disteples/dijepit;
Kriteria:
Sebaiknya berkas ikrar talak diberi map dan dijahit agar lebih rapih dan lebih

kuat untuk tidak tercecer:;

Daftar susunan persidangan Majelis Hakim, tidak mengikuti ketentuan
senioritas, setidaknya ada 9 majelis hakimnya yang susunan Mejlisnya tidak

mengikuti senioritas sesuai aturan susunan persidangan;

(Baca Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Edisi Revisi Tahun 2013, halaan 25 angka 6 huruf a angka 1 sampai 9 terutama

huruf a, b, dan ¢ pada angka 6.
Akibatnya : Pengaruh psychologis
Sebagai : Tidak sesuai aturan tersebut

Rekomendasi : Sebaiknya diupayakan sesuai turan yang berlaku;

D. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

1) Buku Jurnal Keuangan Perkara

- Kondisi

Perincian biaya perkara Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA JT yang ada dalam

putusan berbeda dengan yang tertulis di E Keuangan.

Pada E Keuangan sejumlah Rp916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu
rupiah) sedang pada putusan sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus
Sembilan puluh enam ribu rupiah)yang perhitungan sebenarnya pada




putusan sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu

rupiah);

- Kiriteria

Seharusnya setiiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara

untuk setiap perkara, sehingga jurnal untuk setiap perkara merupakan

rekening Koran tiap pembayar panjar perkara, lihat :

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl  Nomor
KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2007
Tentang Pemberlakuan Buku |l Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara Pengadilan secara electronic;

- Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 0424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11
Februari 2019 Tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan
Keuangan Perkara secara elektronik pada Peradilan Agama;

- Sebab
Petugas belum sepenuhnya focus pada satu pekerjaan/rangkap pekerjaan;
- Akibat
Jurnal E Keuangan perkara tidak sesuai dengan aturan yang ada;
- Rekomendasi
Agar petugas dan sangat berhati-hati dalam melaksankan tugas yang
diberikan kepadanya;
2) Register Perkara
Buku Register Perkara yang diperiksa adalah :
2.1. Register Induk Perkara Gugatan (RI-PA1/G) (E Register)

2.2. Register Induk Permohonan (RI-PA1/P) (E Register)
2.3. Register Termohon Banding (RI-PA2) (E Register)
2.4. Register Permohonan Kasasi (RI-PA3) (E Register)




2.5. Register Permohonan PK (RI-PA4) (E Register)

2.6. Register Penyitaan Barang Bergerak (RI-PAS5)

2.7. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (RI-PAB)

2.8. Register Surat Kuasa Khusus (RI-PA7)

2.9. Register Eksekusi (RI-PA8)

2.10. Register Akta Cerai * (RI-PA 9)

2.11. Register Perkara Ekonomi Syariah (RI-PA12)
Kondisi

Yang sudah menggunakan E Register yaitu RI-PA1/G, RI-PA1/P, RI-PA2, RI-
PA3,RI-PA4, dan Register Akta Cerai (RI-PA9);

Kriteria :

Seharusnya semua macam register sudah menggunakan E Register dan
sudah disediakan di SIPP (vide Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola Bindalmin:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2007
Tentang Pemberlakuan Buku |l Pedoman Pelaksanaaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

- Surat Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor
0424/DJA/HM.00/2019, tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penerapan
Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara elektronik

pada Peradilan Agama;
Sebab:
Kurang perhatian dan keterbatasan personil.

Akibat:

S = e
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Tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
dan Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor
0424/DJA/HM.00/11/2019, Pola Bindalmin di Buku Il edisi Revisi Tahun 2013;

Rekomendasi

- Agar semua macam register diusahakan memakai Elektronik -
sebagaimana anjuran Ketua Mahkamah AGung dan Dirjen Badilag:

- Agar KPA dan Petugas yang terkait serta yang ditunjuk agar tetap
mengawasi penggunaan register secara elektronik;

Penulisan Register

Register Eksekusi (RI-PA8) masih menggunakan register manual, karena E
Register belum tersedia di SIPP.

Penulisan  Register Eksekusi (RI-PA8)  pada perkara Nomor
366/Pdt.G/2015/PA JTI masih didapati kolom yang kosong, tulisan tidak
rapih, masih didapati tulisan ganda, yang satu pada hal pelaksanaan eksekusi
sudah terlaksana (kolom 9) tertulis dua kali yaitu tanggal 21 Mei 2019 dan
tanggal 14 Juni 2019, Penutupan 1 Mei 2019 tidak ditandatangani oleh Panitera:

Kriteria:

Seharusnya petugas pengisian buku register harus professional dan penuh

tanggung jawab dengan mengacu pada surat Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/001/1991 Tanggal 24 Januari 1991:

Sebab

- Petugas pengisian buku register eksekusi tidak professional dan ada
kesan mengabaikan:
Akibat

- Pengisian kolom-kolom masih ada yang kosong, tidak rapih, masih
dijumpai tulisan ganda/coret yang tidak disertai dengan renvoi.

e =
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Rekomendasi:

Agar menunjuk petuggas pengisian buku register dengan tenaga yang
professional dan penuh tanggung jawab dan Hawasbid yang terkait harus
membimbing agar pengisian dalam buku register dapat terisi dengan
tertib, benar serta tepat waktu;

4) LAPORAN PERKARA

1.)

Laporan perkara yang dimohonkan banding (LI-P2)
Kondisi

Perkara yang dimohonkan banding pada bulan September 2019 bulan
sebelumnya dan bulan yang dilaporkan, pemberitahuan inzage (kolom
6) belum di isi oleh petugas pembuat laporan, sehingga tidak jelas
laporan waktu pemeriksaan berkas (inzage);

Kriteria:

- Seharusnya Petugas Pengolah Pelaporan Perkara mengikuti
petunjuk pengisian laporan perkara yang dimohonkan banding (vide
SEMA Nomor 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 Tentang Pedoman Pola
Pelaporan Perkara Pengadilan Agama:

- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 batas
waktu inzage selambat-lambatnya 14 hari kerja;

- Pada saat permohonan banding

Sebab

- Petugas Pengelola Pelaporan tidak mengikuti petunjuk pengisian
yang diatur dalam SEMA tersebut;

Akibat:

- Dapat memperlambat pengiriman dan penyelesaian perkara pada

tingkat banding;

e =
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Rekomendasi

- Agar Pembanding dan Terbanding diberi kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara untuk menyusun memori banding dan
kontra memori banding yang ideal dan berkualitas;

2.) LAPORAN PENERBITAN AKTA CERAI -

1)

2)

Untuk bulan September 2019.

- Nomor 5264/Pdt.G/2019/PAJT BHT 27-3-2010 Surat Akta Cerai
1-8-2019 (4 bulan);

- Nomor 251/Pdt.G/2019/PAJT BHT 3-5-2019 Surat Akta Cerai 1-
8-2019 (2 bulan);

- Nomor 5522/Pdt.G/2019/PAJT BHT 11-4-2019 Surat Akta Cerai
1-8-2019 (3 bulan);

Untuk bulan Oktober 2019.

- Nomor 1294/Pdt.G/2019/PAJT BHT 26-7-2019 Surat Akta Cerai
1-10-2019;

- Nomor 3337/Pdt.G/2019/PAJT BHT 13-9-2019 (2 bulan lebih );

Kondisi:

- Penerbitan Akta Cerai (khusus Cerai Gugat) masih ditemukan
melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang ada
yang lebih dari 4 bulan, 4 bulan, 2 bulan, 1 bulan lebih:

Kriteria

- Pada perkara cerai gugat selambat-lambatnya 7 hari dari
setelah BHT Akta Cerai sudah harus diterbitkan (vide Pasal 84
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989:

Sebab :

Karena permintaan bantuan (tabayun) terkadang lambat
datangnya, pemberitahuan isi putusan tersebut, dan terkadang

e e T e -
B
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juga kelalaian dari petugas pembuat akta cerai sendiri untuk
menerbitkan akta ceraj tersebut:

Akibat:

Menyalahi ketentuan Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal
84 (4); '

Rekomendasi:

- Agar Hawasbid yang terkait tetap member bimbingan terhadap
petugas pembuat Akta Cerai tersebut;

- Agar petugas tetap aktif membuat laporan penerbitan dan
pPengesahan akta ceraj yang dikrim ke PTA.

5) Laporan Penanganan Berkas Panggilaanemberitahuan delegasi dari

PA lain:
Kondisi:

Akibat  ditemukan dalam Laporan Penanganan Berkas
Pemberitahuan dari PA lain sepert;:

Panggilan/

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2160/Pdt.G/2019/PAJS (PIP)
terima tanggal 2 September 2019.

PA Jakarta Pusat Nomor perkara 449/Pdt.G/201 9/PAJP (tanggal sidang 9/9-
2019) terima tanggal 2/9-2019:;

PA Makasar Nomor 1691/Pdt.G/2019/PA . Mks (tanggal sidang 17/9-2019)
terima tanggal 2/9-2019;

Sampai saat inj belum di disposisi, belum diketahui apakah sudah

PIP atas relaas tersebut karena kolom 9 s/d kolom 11 tidak diisi (kosong);
Kriteria :

Petugas pelaporan Perkara yang telah ditunjuk oleh KPA mengisi kolom-

kolom tersebut agar Nampak dengan jelas sejauh mana perkembangan

_-“__
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6)

prioritas bantuan panggilan/pemberitahuan tersebut (vide SEMA Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan:
Sebab:

Kurang hati-hati dalam perbaikan laporan;

Akibat:

Menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi:

- Agar tetap  memperhatikan adanya  permintaan  bantuan
panggilan/pemberitahuan pihak yang berperkara di wilayah Pengadilan
Agama lain yang diinput ke SIPP.

- Agar tetap memperhatikan laporan bulanan pengelolaan panggilan/

pemberitahuan;

Delegasi kepada Ketua yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung
dan Dirjen Badilag.

ARSIP PERKARA
Kondisi

Mekanisme prosedur pengorganisasian sudah berjalan dengan baik, namun
masih ditemukan arsip tidak aktif (sudut formallyaitu berkas perkara yang
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diminutasi
serta tidak memerlukan penyelesaian akibat berkas dimasukkan dalam box

arsip dan rak arsip.
Kriteria

Berkas perkara yang sudah final dimasukan dalam box arsip dan rak arsip (
vide Pola Bindalmin, buku Il Mahkamah AGung);

Sebab:

Keterbatasan tempat arsip, jadi tempat untuk menyimpan arsip tidak aktif
(formal) tidak ada seperti rak/almari.
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E. BIDANG ADMINISTRASI UMUM

1. Bidang Umum dan Keuangan.

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Kondisi:
Masih terdapat Barang inventaris yang belum diajukan Penetapan status

Penggunanya yang perolehannya sudah lebih dari 6 Bulan.
Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /pmk.06/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Keuangan Republik Indonesia
Nomor 246/pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara. sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: ( 1)
Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis

oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam)
bulan sejak BMN diperoleh.

Sebab:
Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

Akibat:

Barang yang masa perolehannya lebih dari 6 bulan belum ada penetapan
status penggunaan

Rekomendasi:

Segera melakukan Permohonan penetapan status Penggunaan BMN.

- Pemanfaatan BMN yang belum mendapat izin dari Pengelola Barang

Kondisi :

Terdapat Penggunaan BMN yang tidak mempunyai izin pemanfaatan BMN
berupa Koperasi serta belum menetapkan besaran Sewa BMN yang
berada pada Pengguna Barang.

. Tlemm—
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Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 78/Pmk.06/2014 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang
adalah kepala satuan kerja atau pejabat yafng ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya,
pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN serta
Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan

negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
Akibat:

pemanfaatan BMN oleh Pihak ketiga belum sesuai dengan aturan yang

berlaku.
Rekomendasi:

Pengguna Barang wajib mengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik
Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang dan
melakukan Pemanfaatan BMN, setelah mendapat persetujuan dari

Pengelola Barang.

. Pembayaran Tunjangan Jabatan Pada Hakim yang Melaksanakan Cuti

Besar
Kondisi :

Terdapat Hakim yang melaksanakan cuti besar namun tunjangan

jabatannya masih dibayarkan sebanyak 2 orang untuk tahun 2019
Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri

== s
—
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Sipil . PNS yang melaksanakan cuti besar menerima penghasilan PNS,
Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok, tunjangan
keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Sebab:
Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.
Akibat:

Terjadi pembayaran tunjangan jabatan kepada pegawai yang
melaksanakan cuti besar.

Rekomendasi:

Untuk pegawai yang telah dibayarkan tunjangan jabatannya harus segera
mengembalikan tunjangan tersebut dengan melakukan pengembalian
kepada negara dengan menyetorkan ke kas negara melalui aplikasi
simponi. Untuk menjadi catatan pengembalian tunjangan tersebut
mengunakan akun 511124 ( Pengembalian belanja Tunjangan Fungsional
PNS) agar segera disetorkan sebelum lewat tahun anggaran berjalan
supaya tidak menyebabkan perubahan akun setoran.

. Kekurangan Pembayaran Sewa Rumah Dinas
Kondisi :

Terdapat Kekurangan Pembayaran Sewa rumah dinas selama 2 bulan
sesuai dengan SK Penetapan rumah dinas yang berlaku sejak Tanggal
1 Agustus 2019 sedangkan Pemotongan melalui gaji dimulai bulan
Oktober 2019.

Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57
/PMK.06/20 16 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Negara. Penyewa memiliki tanggung jawab melakukan pembayaran uang

T —— =i
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Sewa dan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuaj dengan perjanjian
dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab:

Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

Akibat: -

Terjadi kekurangan pembayaran sewa rumah dinas selama 2 Bulan

Rekomendasi:

Untuk segera menyetorkan kekurangan pembayaran sewa rumah dinas
kepada negara dengan menyetorkan ke kas negara melalui aplikasi
simponi. Dengan menggunakan akun 425131 ( Pendapatan sewa tanah,
gedung dan bangunan )

. Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Biaya Transportasi

Kondisi :

Terdapat Pemberian uang transport dalam perjalanan dinas bagi pegawai

atau pejabat yang mendapatkan penunjukkan kendaraan dinas atau
menggunakan kendaraan operasuonal kantor.

Kriteria:

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkama Agung Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pembayaran dan Pertanggung
Jawaban Biaya Transportasi Bagi Aparatur Negara Yang Menggunakan
Fasilitas Kendaraan Dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya. Biaya transpor Perjalanan dinas jabatan dalam
kota dapat diberikan transport sepanjang tidak menggunakan kendaraan
dinas, disertai surat tugas dan tidak bersifat rutin.

Sebab:

Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

—“—— =
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Akibat:

Terjadi pembayaran biaya transportasi bagi pegawai yang mendapatkan

penunjukan kendaraan dinas.
Rekomendasi:
Untuk segera disesuaikan dengan aturan yang ada dan berlaku.

. Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Kondisi :

Terdapat Pemberian uang makan bagi pegawai yang dalam melakukan

perjalanan dinas dan sudah mendapatkan uang harian/ uang saku.
Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72
/PMK.05/2016 tentang uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara.
Uang makan tidak diberikan kepada pegawai ASN yang sedang
melaksanakan perjalanan dinas.

Sebab:
Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.
Akibat:

Terjadi pembayaran uang makan bagi pegawai yang sedang

melaksanakan perjalanan dinas
Rekomendasi:

Untuk segera disesuaikan dengan aturan yang ada dan berlaku.

W
(=)
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PENUTUP

KESIMPULAN

dan pPenyempurnaan.

2. Administrasi perkara administrasi persidangan dan teknis yudisial telah
dilaksanakan, akan tetapi perly perbaikan, Penyempurnaan serta
perhatian secara serjys.

3. Pelayanan Publik termasuk SIPP dj dalamnya telah dilaksanakan, namun
perlu penyempurnaan dan konsisten.

pPerencanaan, Tl dan pelaporan, keuangan dan umum telah dilaksanakan
namun perbaikan dan penyempurnaan.

REKOMENDAS]

Dari hasil pemeriksaan dan Pe€ngawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Pengadilan Agama Jakarta Timur, merekomendasikan agar dapat
dilaksanakan hal-hal sebagai berikut

1. Bidang Manajemen Peradilan.

a. Mengaktifkan fungsi Hawasbid, dan hasil pengawasan oleh Hawasbid
agar dilaksanakan secara seksama serta melaporkan kepada KPTA
DKI Jakarta, selaky atasan langsung untuk bahan pembinaan lebih
lanjut,

b. Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran tugas sesuai tugas dan fungsi.

C. Mengaktifkan dan mengoptimalisasikan rapat/pertemuan berkala
Secara rutin dan terjadwal.

d. Meningkatkan koordinasi dan transparansi  dalam pelaksanaan

[
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b. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan Sk Dirjen
Badilag  Nomor 0156!DjA/HK.05!SK/HU2012 Tentang Pedoman
Standarisasi Formulir Administrasi Ke[paniteraan Peradilan Agama;

C. Melagksanakan dengan seksama hukum acara peradilan agama.

d. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh isj Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
0424!DJA/HM.00!H:'201 9, tanggal 11 Februari 2019, Tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara
Secara Elektronik pada Peradilan Agama;

3. Administrasj Umum.

a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Ketputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor




PNS di lingkungan Mahkamah Agung Rl dan peradilan di

bawahnya.

Dalam pembuatan SKP harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi
Kerja PNS, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.

. Memperhatikan denan seksama pengisian konten kepegawaian

dalam web Pengadilan Agama Jakarta Timur, utanya dalam

pembaruan data terakhir.

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1.

Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 Tentang Cara Pelaksaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.

Dalam Pembuatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) harus
mempedomani dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan BMN dan Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor
24 Tahun 2009 Tentang Persertipikatan BMS berupa tanah.

Memperhatikan Peraturan Dirjen Nomor Per-4-/PB/2006 Tentang

Pedoman Akuntansi Persediaan dalam input Data Opname fisik.

Dalam Tata Naskah Dinas//Persuratan harap mempedomani
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 80 Tahun 2012 TEntang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Diharapkan segera membuat aplikasi perpustakaan dengan
menggunakan jaringan LAN sehingga para pegawai dapat
meminjam buku dari computer masing-masing.

[rcps]
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c. Pelaksanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan
Mahkamah AGung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

2. Dalam Pembuatan LKJIP, harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 29 ahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri PAN Nomor
KEP/135/M/PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi
Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan SUrat
Keputusan SekretarisMahkamah Agung RI Nomor
20A/SEK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 Tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Rl
dan Badan Peradilan di bawahnya.

3. Memperhatikan dengan seksama pengisian 48 konten dalam web
Pengadilan Agama Jakarta Timur, utamanya dalam pembaharuan
data terakhir sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan
SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

4. Pelayanan Pubik.

a. Penataan kinerja pelayanan publik perlu ditingkatkan agar pemberian

pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal..

b. Mengupayakan agar penyelesaian perkara mengikuti SEMA Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama adalah 5 (lima) bulan;

c. Berkas perkara banding berupa Bundel A dan Bundel B dalam waktu
30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, sudah
dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

oon
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d. SIPP dilaksanakan secara optimal;

e. Petugas PTSP harus ditingkatkan personel’lkemampuannya, terutama
untuk pengaduan yang menggunakan aplikasi SIWAS.

Demikian Laporah Hasil Pembinaan dan Pengawasan ini dibuat, untuk
menjadi maklum dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 14 November 2019
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TIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIUAKARTA

. Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H.,M.H.

NIP :19530510 198303 1 006
Ketua Tim

. Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

NIP: 19570515 198503 1 002
Anggota

. Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.,M.H.

NIP: 19560112 198802 2 001
Anggota

. Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
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Sekretaris
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